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PUTUSAN
Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Pare

Hﬁ\o.uﬁme_a.ug

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7372045208690001, tempat dan tanggal lahir ParePare, 12
Agustus 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan XXxXxxxxx
XXXXX XXXXXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xx Xxxxx
XXXXXXXK, XXXKXK,  XXXXKK, XXXX XXXK, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXX, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa
khusus kepada Khaerul Anwar, S.H. dan Darmawati Yusriani,
S.H. yang berkantor di Jl. Bau Massepe Nomor 132 Kelurahan
Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2024 yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare
dengan register Nomor 16/P/SKH/1/2024/ PA.Pare tanggal 19
Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 7311050708610002, tempat dan tanggal lahir Parepare, 07
Agustus 1961, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan xxXxxxxxxx xxx, tempat kediaman dahulu KABUPATEN
BARRU, SULAWESI SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2024
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pare-pare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
42/Pdt.G/2024/PA.Pare, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019Penggugat dengan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare,
sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 00130/035/1V/2019,
tertanggal 25 April 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugathidupberumahtangga
dikediaman Penggugat selama £3 tahun lebih, setelah itu Tergugat Pergi
Meninggal Penggugat dan pergi kerumah gubuk TergugatDi Jalan AR
Malaka Lapakaka Timur, Desa Kelurahan xxxx xxxx, Kecamatan
XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX,.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak
dikaruniaianak,

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula
berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan bulan Juni 2019 antara
Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya
menjadi tidak harmonis lagidisebabkan karena:

Tergugat tidak jujur terbuka soal masalah keuangan/penghasilan sehingga
tidak pernah memberikan jaminan nafkah yang layak kepada Penggugat;
Tergugat mengambil uang Bank tanpa sepengetahuan Penggugat

Tergugat tidak memperhatikan Penggugat sewaktu Penggugat lagi dalam
keadaan terbaring sakit Di RS Andi Makkasau Kota Parepare

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi sejak awal bulan Juli 2019 disebabkan karena Tergugat
tidak mau merubah sifathya malas mencari pekerjaan dan hanya
mengandalkan Penggugat sebagai penjual campuran, sejak kejadian
tersebutTergugat tidak tahan lagi dan pergi meninggalkan kediaman
Penggugat;
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7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal
bulan 1 November i 2022 yang sampai sekarang telah berlangsung
selamatl tahun lamanya dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di
rumah Penggugat di JalanAR Malaka Lapakaka, XXXXXX, XXXXXX,
Kelurahan xxxx xxxx, Kecamatan XXxXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX serta sejak
itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling
menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami
istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, tapi ini
diabaikan oleh Tergugat;

8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal
keluarga besar Penggugat dengan Tergugat pernah mengupayakan untuk
merukunkan kedua belah pihak namun tidak ada hasil;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas jika antara Penggugat
dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran,
sehingga membuat penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan
Tergugat dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Kaharuddin Bin Ambo
Dalle) terhadap Penggugat (Kasmawati Binti Bakri Rasyid);

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus

kepada Khaerul Anwar SH dan Darmawati Yusriani, S.H., Advokat dan

Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Bau Massepe, Kelurahan
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Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 16/P/SKH/I/2024/PA.Pare tanggal
19 Januari 2024,

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang
bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat
untuk menempuh upaya mediasi, nhamun sesuai laporan Mediator bernama
Achmad Ubaidillah, S.H.I tanggal 05 Maret 2024, ternyata mediasi tidak
berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban
pada pokoknya mengajukan keberatan perkara ini diajukan di Pengadilan
Agama Parepare karena Penggugat dan Tergugat beralamat di Barru;

Bahwa atas keberatan tersebut Penggugat menyatakan mencabut
perkaranya dan akan mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Barru;

Bahwa atas pernyataan pencabutan gugatan Penggugat maka Tergugat
menyatakan menyetujui;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua
hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini;

\

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan
Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat telah
menempuh proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator Achmad
Ubaidillah, S.H.I pada tanggal 05 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab Penggugat menyatakan
memohon mencabut perkaranya dengan alasan akan mengajukan perkara ini
di Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271-272 Rv bahwa
gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika
perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka
pencabutan perkata harus mendapat persetujuan dari Terguat, dan terhadap
hal ini Tergugat telah mermberikan persetujuannya, oleh karena itu pencabutan
tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Pare dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 260.000,00 ( dua ratus enam puluh ribu rupiah);
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Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Siarah, M.H sebagai
Ketua Majelis, Dra. Hj. St.Hasmah, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Syahruni
Rustan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat
dan Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis
Ttd Ttd
Dra. Hj. St.Hasmah, M.H. Dra. Siarah, M.H.
Hakim Anggota
Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti

Ttd

Syahruni Rustan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 100.000,00
3. Panggilan : Rp.  80.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp.  30.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000.00
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Jumlah Rp. 260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah mememberikan kuasa khusus
kepada SAMIRUDDIN, S.H dan Pither, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum
yang mengambil domisili di JI. Jend. Sudirman No 162 Kelurahan Bumi
Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulsel berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 202, dan telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 19/P/SKH/I/2024/PA.Pare tanggal
22 Januari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang
bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi
Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon

mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;
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Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan memohon kepada majelis
hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Pemohon tertanggal tertanggal 15 Januari 202, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 19/P/SKH/1/2024/
PA.Pare tanggal 22 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan
Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994
tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu
Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai
dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa
Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga
Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon
tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon
mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat
dibenarkan secara hukum karaena sesuai dengan Pasal 271-272 Ry,
karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah
didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu
memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam
register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh
karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam
bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
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1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan Perkara Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Pare dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp170.000,00 ( seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 25 Sya’ban 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Siarah, M.H sebagai
Ketua Majelis, Dra. Hj.St. Hasmah, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Idris
Tuguis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Pemohon/Kuasanya;
Hakim Anggota Ketua Majelis
Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. Dra. Siarah, M.H
Hakim Anggota

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti

Idris Tuguis, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00
2. Proses : Rp. 100.000,00
3. Panggilan : Rp. O,-

4. PNBP : Rp. 20.000,00

5. Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



